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RINGKASAN  

Pengabdian masyarakat sering digunakan untuk menilai efektivitas pemerintah. Di era 

perubahan ini, masyarakat mulai menyadari kemandirian mereka, dan jika mereka tidak 

mendapatkan layanan yang mereka harapkan, mereka cenderung akan meminta apa yang 

mereka inginkan. Media sering kali menyoroti kekhawatiran masyarakat mengenai layanan 

yang diberikan oleh otoritas pemerintah. Di Kelurahan Tlogomas Kota Malang dilakukan 

penelitian kualitatif yang membahas permasalahan pelayanan masyarakat seperti lambannya 

penanganan kejadian luar biasa menurut Sugiyono (2018:26). Fokus penelitian ini adalah pada 

subjek yang diteliti: idealitas, administrasi yang baik, pertimbangan, sopan santun, akomodasi, 

kesempurnaan, dan penghiburan. Instrumen penelitiannya adalah peneliti. Wawancara dengan 

empat narasumber, observasi antara 11 Januari dan 30 Januari, dan catatan lapangan disertai 

foto, semuanya membantu proses pengumpulan informasi. Pengumpulan data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan saat ini termasuk dalam paradigma analisis data interaktif. Bantuan 

yang luar biasa ini belum pernah terdengar sebelumnya dalam hal tingkat pengorganisasian, 

sikap, pemikiran, dan struktur yang biasanya terlihat luar biasa, ditunjukkan oleh para 

profesional yang tidak mempersulit masyarakat. Kota Tlogomas masih dipandang memiliki 

kerangka SDM yang lemah karena banyaknya pensiunan; Meski demikian, pemerintah daerah 

belum menambahkan hal ini. Setiap orang bekerja sama untuk menutup kesenjangan 

pelaksanaan sehingga faktor-faktor yang berkontribusi terhadap buruknya kualitas layanan 

dapat dikurangi semaksimal mungkin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kinerja pemerintah biasanya dievaluasi melalui pelayanan masyarakat. Di era 

perubahan ini, orang-orang bersuara ketika mereka mendapatkan layanan yang tidak sesuai 

dengan harapan mereka karena mereka semakin sadar akan kebebasan mereka. Praktis setiap 

hari, media meliput keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Terkait permasalahan 

regulasi di daerah, seperti penanganan kejadian langka yang lamban, penyelenggaraan UKM 

yang kursusnya berkabut, dan lain-lain, bantuan keuangan langsung bagi mereka yang tidak 

mampu tidak tersalurkan dengan baik (Mustanir, 2022:02). 

Menurut Mustanir dan Jusman (2022:3), siklus batuan dan peningkatan kualitas 

bantuan lebih lanjut merupakan suatu proses yang berkesinambungan selama kantor atau loket 

administrasi masih buka. Hal ini penting jika kami ingin terus meningkatkan kinerja layanan 

kami. Para eksekutif di bidang bantuan publik harus mengadaptasi presentasi pandangan dunia 

yang dihasilkan semakin terfokus pada "pembangunan". 

Kata “pelayanan publik” diartikan sebagai “suatu kegiatan atau rangkaian dalam rangka 

memenuhi tuntutan pelayanan setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan batasan 

peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar dilakukan 

perbaikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi terbuka yang 

dilakukan oleh asosiasi ahli terbuka sesuai dengan harapan dan keinginan seluruh penghuni 

dan warga terhadap penyelenggaraan organisasi terbuka. 

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan keberagaman daerah, pelayanan publik dan 

kewajiban regulasi di bidang pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat harus tersebar baik 

di pusat maupun daerah (Sarundajang dalam Muhemmad Sawir, 2020: 15). Penerapan 



desentralisasi pemerintahan daerah diperkirakan akan menghasilkan peningkatan kemampuan 

pemerintahan secara umum, yang mencakup perluasan yurisdiksi, menawarkan berbagai jenis 

dukungan, dan meningkatkan bantuan pemerintah daerah. 

Menurut Muhammad Sawir (2020:22), salah satu strategi penting yang dapat digunakan 

pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya seefektif mungkin adalah dengan 

meningkatkan kemampuan perangkat dalam memberikan bentuk dukungan dan metode yang 

unggul dengan penuh semangat. Pergeseran sudut pandang diperlukan agar para eksekutif 

pemerintahan dapat menjalankan tugasnya secara efektif sehingga kebijakan-kebijakan baru 

dapat merevitalisasi masyarakat dan otoritas publik dapat beradaptasi terhadap perubahan-

perubahan tersebut. Karena situasi saat ini, kerangka kerja yang terencana dan terorganisir 

harus diciptakan agar masyarakat dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan kemajuan 

politik, ekonomi, sosial, dan lainnya dalam masyarakat. 

Bantuan yang belum pernah ada sebelumnya adalah program ideal untuk membantu 

lingkungan sekitar, menurut salah satu kantor manajemen. Kebijakan dan layanan yang 

ditawarkan oleh masing-masing lembaga pemerintah berbeda-beda sesuai dengan mandat, 

kewenangan, dan tanggung jawabnya, sehingga tidak dapat disangkal bahwa tidak ada satu pun 

lembaga yang dapat dibandingkan (Berata 2003:15). 

Kunjungi SURYAMALANG.COM. Penyelenggaraan administrasi publik Pemerintah 

Daerah Malang mendapat penilaian “sedang” dari Ombudsman Republik Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

besaran tersebut ditentukan berdasarkan kepatuhan pemerintah terhadap standar bantuan 

publik. Penilaian Pemda Malang mendapat nilai “sedang” yang dibedakan dengan zona kuning 

selama tiga tahun berturut-turut, menurut kolaborator Ombudsman RI Jawa Timur, Kebiasaan 

Buruk Admira Firnaherera, dengan nilai total 60,29 dengan tingkat konsistensi sedang. 



Kalimat di atas menunjukkan bahwa peneliti penasaran untuk mengkaji pelayanan 

publik di Kota Malang khususnya di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru. Oleh 

karena itu, penulis dalam hal ini memilih judul. “EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA 

DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kelurahan Tlogomas Kota Malang)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini berdasarkan informasi latar belakang, 

peneliti menawarkan solusi berikut: 

1. Bagaimana praktik pelayanan terbaik yang diberikan di Desa Tlogomas? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelayanan prima di Desa 

Tlogomas? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis bagaimana bantuan luar biasa yang dilakukan Kota Tlogomas. 

2. Mengidentifikasi unsur-unsur yang menghambat dan mendorong pelayanan yang unggul 

di Desa Tlogomas.  

 

1.4. Manfaat 

  Setiap proyek penelitian menawarkan manfaat dan penerapan unik selain untuk 

mencapai tujuannya. Aplikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Akademik 

Manfaat memanfaatkan akademisi sebagai sumber pengetahuan administrasi publik, 

seperti dapat memahami bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di Desa 

Tlogomas.  



b. Manfaat Praktis 

Manfaat dalam hal menjadi alat yang berguna bagi para profesional yang mencari saran 

dalam memberikan layanan terbaik.       
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